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ABSTRACT
Certainty of legal protection for doctors can be done through arrangements at Hospital By-Laws. In Indonesia, there is no model of legal protection for doctors by hospitals. This empirical legal research was conducted at Awal Bros Pekanbaru Hospital from October to November 2022. The source of data in this study is primary data in the form of interviews and Hospital By-Laws documents and implementing regulations such as Standard Operating Procedures, and guidelines. Awal Bros Pekanbaru Hospital has given its doctor’s guaranteed legal protection by applicable regulations in the form of preventive and repressive legal protection. Existing policy implementation models should always be socialized and become an excellent example of legal protection for doctors.
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PENDAHULUAN 
Pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah unsur utama dalam bidang kesehatan sebagai amanat dari Pasal 34 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Landasan konstitusionalitas diwujudkan melalui pemberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU Rumah Sakit).[1] Dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan, rumah sakit membutuhkan keterlibatan berbagai profesi kesehatan.  Penerapan Manajemen pengelolaan dilakukan agar pasien dapat terlayani dengan baik dan bermutu.[2]
Dulu rumah sakit kebal hukum karena dianggap sebagai Lembaga sosial namun saat ini berdasarkan doctrine of charitable immunity menjadi subyek hukum, akan memengaruhi bagaimana sebuah rumah sakit dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku.  Salah satu bentuk antisipasi yang harus dilakukan rumah sakit adalah memastikan kejelasan dan pelaksanaan hak dan tanggung jawab melalui penyusunan peraturan internal rumah sakit.[3]
Salah satu fungsi dari Hospital By-Laws adalah upaya yang menjamin perlindungan hukum bagi semua orang atau pihak yang berada di Rumah Sakit.  Pihak yang perlu mendapat perlindungan hukum adalah pemilik, direktur rumah sakit, dokter, tenaga kesehatan dan non kesehatan, serta tenaga Kesehatan lainnya.[4]  Perlindungan hukum ini penting untuk diatur dan dituangkan dalam Hospital By-Laws dalam rangka memberikan kepastian hukum akan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab rumah sakit.  Hal ini sesuai dengan kewajiban rumah sakit yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf (s) UU Rumah Sakit, yaitu “melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas”.[5]
Rumah sakit harus memberi perlindungan hukum bagi dokter dan memberi kepastian hukum terhadap upaya tersebut dengan cara dituangkan dalam Hospital By-Laws.  Hak perlindungan hukum yang dijamin undang-undang yang diberikan kepada dokter dalam menjalankan praktik kedokteran, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diatur sebagai perlindungan yang bersyarat sesuai isi Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) [6], sedangkan perlindungan hukum represif diatur upaya penyelesaian jika sengketa medis sudah terjadi sesuai isi Pasal 29 UU Kesehatan.[7]
Hasil penelitian sebelumnya belum dapat menjawab apakah model yang sudah didapatkan tertuang dalam Hospital By-Laws dan hanya menjawab perlindungan hukum bagi dokter dalam menghadapi sengketa medis.[8]  Model perlindungan hukum yang dituangkan dalam Hospital By-Laws akan memberi arahan yang jelas dan kepastian hukum akan perlindungan dokter di rumah sakit.[9]  Namun pengimplementasian Hospital By-Laws merupakan salah satu hal yang penting agar model perlindungan hukum bagi dokter tersebut tidak hanya menjadi administrasi saja. 

Sejumlah kasus sengketa medis antara dokter atau tenaga medis dengan pasien, sebagian besar dialami oleh dokter tersebut yang bekerja di rumah sakit.  Dengan demikian pengaturan dan kepastian hukum perlindungan hukum terhadap dokter penting untuk diatur dalam Hospital By-Laws rumah sakit.  Namun sampai sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian bagaimana model perlindungan hukum bagi dokter melalui Hospital By-Laws khususnya di rumah sakit yang ada di kota Pekanbaru.  Berdasarkan uraian latar belakang, hal ini menarik peneliti untuk menemukan dan menganalisis bentuk atau model implementasi kebijakan perlindungan hukum bagi dokter melalui Hospital By-Laws pada rumah sakit di kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang memengaruhi impelementasinya.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.  Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru mulai Oktober sampai November 2022.  Sumber data pada penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan dokumen Hospital By-Laws dan ketentuan pelaksananya seperti Standar Prosedur Operasional, panduan, dan pedoman kerja.  Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Panduan wawancara digunakan sebagai alat bantu.  Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil telaah dokumen Hospital By-Laws RS Awal Bros Pekanbaru (selanjutnya disebut HBL RSAB Pekanbaru), Peraturan Internal Korporasi (Corporate By-Laws) telah memenuhi unsur-unsur yang harus diatur sebagaimana terdapat dalam Kepmenkes yang memuat perihal Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By-Laws).
HBL RSAB Pekanbaru telah memuat seluruh unsur materi minimal Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By-Laws) sebagaimana diatur dalam Permenkes yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Komite Medis di Rumah Sakit.  Selain itu didapatkan materi pengaturan lain yaitu pengaturan tentang masing-masing hak dan kewajiban dari dokter, pasien, dan rumah sakit.  Hal lain yang diatur adalah terkait mutu Pelayanan medis, pelanggaran dan sanksi, serta sengketa medis.
secara administrasi RSAB Pekanbaru sudah memiliki aturan hukum dalam melindungi tugas dan fungsi rumah sakit seperti diterangkan sesuai keterangan halaman terdahulu menjelaskan tentang kewajiban dalam menyusun hospital by laws sesuai Pasal 29 Ayat (1) Huruf r UU Rumah Sakit. HBL merupakan payung hukum yang melindungi rumah sakit secara hukum dan tenaga medis dan non medis rumah sakit sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit.[10]
HBL RSAB Pekanbaru telah mengatur secara lengkap semua bentuk perlindungan hukum preventif bagi dokter sesuai dengan studi literatur sebelumnya.  Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari RSAB Pekanbaru dalam upaya memenuhi ketentuan kewajiban memberikan perlindungan hukum bagi dokter, diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf (s) UU Rumah Sakit.[11]
Sejumlah upaya telah diatur dalam HBL RSAB Pekanbaru, terkait sengketa medis bahkan diatur khusus dalam Bab tersendiri, yaitu Bab XVII.  Hal ini menunjukkan bahwa RSAB Pekanbaru menjamin perlindungan hukum represif bagi dokter yang bekerja di rumah sakitnya.  Dengan demikian HBL RSAB Pekanbaru bentuk tanggung jawab hukum rumha sakit terhadap dokter yang bekerja di RSAB Pekanbaru.  Penjabaran masing-masing kriteria perlindungan hukum represif bagi dokter.
Berbagai pola penyelesaian kasus sengketa medis yang dilakukan oleh RSAB Pekanbaru dalam menangani dokter yang menghadapi kasus sengketa medis diapresiasi oleh para dokter yang bekerja di RSAB Pekanbaru.  Sampai sejauh ini mereka merasa nyaman dengan pilihan penyelesaian melalui APS jika ada dokter yang menghadapi sengketa medis.
Rumah sakit memang mewajibkan dokter yang akan bekerja di RSAB Pekanbaru memiliki asuransi tanggung gugat profesi.  Dengan demikian, jika menghadapi kasus medis, masalah biaya sedikit banyaknya telah dapat diselesaikan.
Kewajiban memiliki asuransi profesi ini dipersyaratakan dengan jelas dalam Permenkes yang mengatur tentang proses kredensial yang dilakukan oleh Komite Medik yang menyebutkan bahwa, “Dokter memiliki asuransi proteksi profesi (Professional Indemnity Insurance)”.[12]
Model yang dikembangkan adalah model yang berbasis kesesuaian antara para pihak.  Organisasi pelaksana menjalankan tugasnya sesuai komptensi yang mereka miliki.[7]  Dokter menjalankan kewajibannya dalam mematuhi peraturan yang berlaku dan kemudian akan mendapatkan manfaat berupa perlindungan hukum.[13]
KESIMPULAN DAN SARAN
Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru telah memberikan dokter-dokternya jaminan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku berupa perlindungan hukum preventif dan represif.  Model implementasi kebijakan yang sudah ada agar senantiasa dapat disosialisasikan serta menjadi contoh baik perlindungan hukum bagi dokter.
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